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Walikota Samp-aikan
PP-APBD.ZOIB e OpRDj
PADANG - Walikota.Mahyeldi menyampaik* secuij
resmi Rancangair.peraturan Ddoiah-Gttrb6rda) Feri
tanggugjawaban Pelalsanm Anggaran pcndapatatr
dan Belanja Daehh lpp-ApBDr 20ltdalam Rapat bpRo
Padmg pada. Scnjn {2416). i

. Rapat padpuma.dipimpinwakilKetua DPRD Padangl
Asrizal dengdi diikutiW.ilil Ketiti DpiiD Mf$idi, paff
anggola DPRD dan sejumlah pimpinarj OpD di
tjnskungan Pemko.

. Dalm penyhmpai#nyaWalikota.deng4bkan,sejak
bFrlakmya Undmg-udang No.l 7 Tahm 2003 tentanE
Keuangan Negara. maka setiap pwgelola keuangai
daprah harus. mellamp€ikan laporan pertanggungja_
saDan pengelolaan kcuangannya. LapQran keuanqan

. 
yang d ismpaikan, merupa kan lapordn keuangan ying ,

sudah diaudit oleh Badbh pemeriksa Keungan lBpKi
- "Di antilanya terdid dari laporan fea,lissiunggao;,
laporau oper.miohal, laporan perubahan ekultasllapo.,
an perubfllran saldo anggaran lebih. ncrnca. laporan
atN k0s dan calatan alas laporil keu€ngan." sebutnla.

Diterilgkan. laporan perlanggugiawabarr pcla kia_
Dnail 

^PBD 
2018 merupakan implemcntasi dilj kebi_

jnkin.porencanaan dan penganggilaq pernbangunan
oaeran vang spcara ieknis operNional merupakad
hndak lariut da ri Perd€ No. I 1 Ta li u 201 7 lentusApBD
TA 2018. Sebagaimana laporan keuangu mcnipakan
DaAlan dan taporan pertanggunAjawaban ApBD.

''Laporan keuangan disusm unluk menvcdiakan
inlor m,asi vang rclevan mengenai posisi keuangan dan
seluuh transaksi JBng dilakukai oleh suat\i-entita.s
pelaporari.seJama si-fiiperiode pelaporal," legasnya. ;

Mahyeldi nenuibahkan,,sesuai dengan keteniuari
lasal 3 I Undang-udang No. l7 Tahun"2003 tentang
Kauilngan npgcra. laporan keuangan pemerintah
daerah (I-KPD) harus dipeiiksa oleh fif sebelum
disampailran ke DPRD. ':
. "Memenuli kelentuan itu, kami telah menyampail(m
laporun keuangan pemko 20 1 8 Repada BpK iemakilan
Suiniar pada 29 Maret 2019 lalu .utul( didudit oleh
BPK RI. AlhamduLiliah, BpK menierikan lagi opini Wajar
Tanpa Pengerualian fWl"P) bagi atas iaporu lrpuangin
Pemko 2018. Opini WTp ini rperupakan penilaian
tcrtinggi vaDg diberjkan BPK Rl altr laporm keuanqan
ppmerijlfal) daerah, dan.kita lelah menerimanya ving
kpenam kalhla. Prestasi ini dapatdiraih iueo tidal lepai
dari dr*ungan sAmu anggota DpR_D, uia! wako.

I-ebih latrjutrbetrerapa halVahk tetah dan terd!
dilakulian Pemko dalam meningkatkan ppngclolaan
Leuangail daerah yangvalid, akuntabel dan transparan

- ada bebprapa. Di-mbxanya melalui penyajieolaiiora4.-
Neuangan secdd wajaf sesuai dengan sb nalar a kutansi .

pemerintah dan diungkap secaranemadai dalam
catatan atirillaporan keuangan,sbmuairalyaug terkaii

-. q€ n mempengaruhi penya;ian laporao kouingin.j_ sclanJutnya sistem pengendalim iitcrc.ymS rnema-: ' dai dan meningkai&an pengawasan dalm pelakmaan
0 dm i qisrrasi keuu"gan da erah, peningkalan kelaaFn
lprlradap pcraturan perundang-utrdangan vang
mengahr selurui pelaksffim administrasi keuugan

. daerah qleh seinua SKp. Ksiiudiar,menipgkativa
kornil.men semua elemen pendukung rFatatianain
adnlinistrJsi keuangan daerah.

"Demikianlah noto keuangan pengMttr peflang_
, FrDgiawabm pelafts.naan ApBD 2018 kmi sampaiJcan.

Harap'an kami Semoga apa yang disamirbikan kali, ini
lepada dewan, dapat dibahas dan'diproses sesuai
dengan prosedu dan peraturan yang.b*laku sehirrgga
dapal direEpkan menjadi Perda sesuai dengan waktu
vang dirercana-km," sebdt Wako. (105)

:1!o

4{


